
 
 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 

TAHUN 2017 NOMOR 51 

 
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR  51  TAHUN 2017  
 

 
TENTANG 

 

 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  NOMOR 22 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  

DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA 

TAHUN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI BARITO KUALA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, 
diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Perubahan Kabupaaten Barito Kuala Tahun 2017;   

b. bahwa telah terjadi perubahan kebijakan pemerintah 

nasional, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai 
aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang 

berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa 
kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku;  

c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien 
dan tepat sasaran, maka perlu disusun Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 yang 
memuat penjabaran program – program yang termuat 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 



Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang 

Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  1820); 

(2) Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor  75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4417); 
(5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

(7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244). 

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 
(9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

(11) Peraturan Pemerintah Nomor  21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara – 
Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4406); 

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 



(13) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4598); 
(15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 
(16) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 
(18) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah; 

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

(22) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

(23) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum; 

(24) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan  

(25) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 
(26) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 

(27) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013  tentang Perubahan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 
(28) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan. 
(29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 
(30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



(31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah; 

(32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun  2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
(33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangaran Dalam APBD, 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

(34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

(35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

(36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum Yang Bersumber Dari APBD; 

(37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Pengangaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

(38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 

Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas 
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 

(39) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah; 
(40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

(41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518 ; 
(42) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Barito Kuala  2005 – 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3); 

(43) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor  6 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) 

Barito Kuala 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2012 Nomor  6); 
 

 



(44) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Barito Kuala  2013 – 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 1); 

(45) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(46) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017. 

(47) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi 
Badan-Badan. 

(48) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2017 

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2017.   

 

MEMUTUSKAN : 
 

 Menetapkan 
 

  

: 
 

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 

NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  KABUPATEN BARITO 
KUALA TAHUN 2017. 

  
Pasal 1 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 22) diubah sebagai berikut : 

 
 

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 
yang sebelumnya terdiri dari 4 ayat menjadi 5 ayat yang berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 1 

 
(4) RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 disusun dalam dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan 
sistematika sebagai berikut : 

 
BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN 
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN 
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 
DAERAH 

BAB VI : PENUTUP 



 
2. Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 8 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran Peraturan 
Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar 

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Barito Kuala. 
 

  
  

 
        Ditetapkan di Marabahan 

 pada tanggal  : 4 Juli  2017 
 

 

BUPATI BARITO KUALA, 

   ttd 

 

          H. HASANUDDIN MURAD 

 

Diundangkan di Barito Kuala 
pada tanggal 4 Juli 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, 

 
 

 
 

 
                               SUPRIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2014 


